GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 6#2 [KPTS/ITDAPROV/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR 524 /KPTS/ITDAPROV/2020 TENTANG KOMITE ADVOKASI

Menimbang

Mengingat

DAERAH ANTI KORUPSI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 524/KPTS/

ITDAPROV /2020 telah ditetapkan Komite Advokasi Daerah Anti
Korupsi Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pada susunan
dan keanggotaan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan
Gubernur Nomor 524/KPTS/ ITDAPROV/2020 dimaksud perlu
dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 524 /KPTS/
ITDAPROV/2020 tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi
Provinsi Sumatera Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250} sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

Tembusan :

2.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor
14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

6. Keputusan Gubernur Nomor 524 /KPTS/ ITDAPROV /2020 tentang

Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan;
MEMUTUSKAN :

: Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 524 /KPTS/ ITDAPROV /2020

tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Sumatera

Selatan khususnya pada Lampiran angka 5 ditambahkan 2 (dua)
bidang baru sebagai berikut :

a.s.d. p : tetap
q. Bidang Wanita Pengusaha : Reni Marsiana
r. Bidang Jasa Konsultan : H. Ismed

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetéipkan di Palembang
pada tanggal 24 Yovepher 2020

LGUEERNUR SUMATERA SELATAN,

/A ¢ H.HERMAN DERU

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang




